- BUPATI KARANGANYAR
'PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
| NOMOR/O}TAHUN 2019 "

TENTANG e

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

| ; Menimbang

Méngingait

x INSPEKTORAT DAERAH

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' BUPATI KARANGANYAR,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016

‘tentang Pembentukan dan ‘Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar sebagalmana telah diubah dengan

'Pcraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun |

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

. Karanganyar 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
. ‘Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu
. menetapkan Peraturan Bupat1 tentang Kedudukan Susunan ’
_Orgamsasx, Tugas dan Fung51 serta Tata Kerja Inspektorat |

~ Daerah;. AR v DA B
L1 Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 '.'ten"ﬁan'g

| Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam
: ngkungan Provm31 Jawa Tengah o
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ’
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk E
vIndonema Nomor 5494), o

C 3. .Undang-U‘ndang, Nomor .23 Tahun 2014 'tentané ,

Pemerintahan Daerahv (Lembaran Negara 'Republik
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik - _Indones1a Nomor. 5587),



Menetapkan

- Sebagaiména telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang - Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Repubhk Indonesia 'I‘ahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perahgkat' Daerah (Lembarah‘ Negaré Republik Indonesia

| * Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 5887) sebagalmana telah
~ diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun
2019 tenta_ng Perubahan atas Peraturan Pemenntah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah_

» (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor-

187, Tamba.han Lembaran Negara Repubhk Indones:a
Nomor 6402); -

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2016 tcntang. Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupa‘ten‘ Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 67) sebagaimana teléh diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

-Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang‘

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten ,
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

‘Tahun 2019 - Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerahvv.j-"j

Kabupaten Karanganyar Nomor 113).
- MEMUTUSKAN i o

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH

BAB1 |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupat: ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar



2. Peméﬁntéh Daerah _adélah  Bupati sebagai unsur
| penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
' pelaksanaan - urusan pemenntahan yang mcnjad1

kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupat1 Karanganyar

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten

Karanganyar. |

5. Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas fungs1ona1 ,

yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada

: Bupat1 : . : . |
6. Inspektur adalah Inspektur = Daerah ‘Kabupaten
. Karanganyar ' '

7 . Jabatan Fungsxonal adalah sekelompok jabatan yang
 berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
‘keterampllan tertentu.

| BABII = -
| KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasa] 2 _
(1) Inspektorat Daerah merupakan ‘unsur pengalwas'”
- penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. “
(2) Inspektorat Daerah  dipimpin oleh Inspektur yang
o berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
: Bupau melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3 . ,
(1) Susunan orgamsam Inspektorat Daerah terdiri dan
a.- Inspektur;
b Sékretariat;
1. Subbagian' Perencanaan;
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; -
' 3. Subbagian Administrasi dan Umum. o
‘c. Inspektur  Pembantu  Wilayah 1 Bidang
: Pemerintahan, - Hukum, Aparatur dan Reformasi :
- Blrokram, | | | |
d. Inspektur Pembantu leayah II Bldang Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,




e R Inspektul' ;":Pémbva‘t»ntu' - Wllayah II Bldangfg'f;’ PR

R PerekOhomian,. Pembangunan dan | ngkungan'f o SRS

B Hldup,

| f Inspektur Pembantu Wllayah IV Bldang Kesehatan,‘»  }: ) : !

ol | ‘Pendldlkan dan Kese_]ahteraan Rakyat
-2 -Kelompok J abatan Fungs1ona1

(2) Bagan Susunan Orgamsas1 InsPthorat Dél-erah‘ e

. "sebagmmana tercantum ' dalam . Lamplran T yang_v‘.' .

| merupakan baglan tldak terplsahkan dan Peraturan S

Bupat1 1n1 e

__ BAB m
TUGAS DAN FUNGSI

Baglan Kesatu

Inspektur

Pasal 4

o ~’,}‘vInspektur mempunyau tugas membantu Bupatl dalamffvj SRS

membma , dan mengawa31 o pelaksanaan “urusan -

o i pemenntahan yang men_]adl kewenangan Daerah dan ’I‘ugas‘f' o E.

o : Pembantuan oleh Perangkat Daerah

Pasal 5

" :Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalamv’: RO

P Pasal 4 Inspektur mempunya1 fungs1

o 'a.‘} _,perumusan kebljakan tekms b1dang pengawasan dan :.:

S fasxhtam pengawasan

o b 'Pelaksanaan pengawasan 1nternal terhadap klnerja dan

o ‘keuangan melalul audlt revxu, evalua31, pemantauan,' t S

" dan kegiatan pengawasan lamnya

B .-',,c.'"fpelaksanaan pengawasan untuk tu]uan tertentu atas_""jff

:lpenugasan Bupatl dan/atau Gubernur sebagau wak11 o

. : ", Pemermtah Pusat o
d penyusunan Iaporan hasﬂ pengawasan, | |
e ;pelaksanaan koordmam pencegahan tmdak Pldana o

s korup81, R



f - pengawasan pelaksanaan program reformas1 blrokra51, _

g. pelaksanaan administrasi Inspektorat dan

" h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan, fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris

v . N Pasal 6

.(1) Sekretarlat sebagaimana dlmaksud dalam Pasa.l 3 v

- ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pxmpman |

- (2) Sekretariat d1p1mp1n oleh Sekretarls berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

| Pasal 7 |
Sekretaris sebagaixhaha dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
vlhempunya-ﬁ tugas melakukan perencanaan péru’rﬁusan dan
| pelaksaﬁgian kebijakan, pe’ngkoordinasian,v pemaritauah,
_é‘Valuasi; ' ;-)el'aporém melipuﬁ pembinaan ketatausah‘aén,'
“hukum, keuangan’,: aset, ke'mm’ahta}nggaan,‘ vkezjas‘a‘ﬁ‘ria,
‘léearsipan',’ | dékumen, | ketatalaksénaan, '»kehlumasvs'm,

kepegawaian, pelayanan administrasi.

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaumana dimaksud dalam} o
Pasal 7, Sekretaris mempunyax fungsi: '
a. pengkoordmasxan kegxatan o o
b pengkoordmasmn dan » penyusunan rencana dan
program kerja; | ' -

, c -pembmaan dan pemberlan dukungan admlmstram yang
meliputi »ketatausahaan, -~ kepegawaian, hukurn,
N keuangan, 'ker_'umahtanggaan, :kerja sania,vhubu»ngan
n_lasyérakat, arsip dén dokuméﬁtasi; |

d. pengkdordinasian tatalaksana Inspektorat;



.,"j"bé'ﬁ‘gkbofdinasian dan penyusunan peraturan
perundang-undangan serta pelaksanaan advoka31
_vpengkoordmasmn pelaksanaan Slstem Pengendahanbf_  :
: _'vIntern Pemerlntah (SPIP) dan pengelolaa.n 1nformas1 dan |
,."‘dokumentam T - S
. .'penyelenggaraan pengelolaan barang m1hk/ kekayaan :
Daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa; :
,:pelaksanaan momtonng, cvalua31 dan pelaporan Sesual o
‘ff{f_dengan hngkup tugasnya, dan ' RS

_"pelaksanaan tugas kedmasan Iam sesua.1 dengan tugas -

-_.A"_”"'fungsmya "

AN . | | (.1_) :

Pasal 9

Sekretanat sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal 3 ayatv S

o ,.(1) huruf b, terdln dan

a. Subbaglan Perencanaan |

@ CowEl
S dlplmpm Kepala Subbaglan yang berada dlbawah dan‘v" R -

b Subbaglan Evalua31 dan Pelaporan dan

Subbaglan Adm1n1stra31 dan Umum

:Sub Baglan' scbagalrnana dlmaksud pada ayat (1), ) EER

}: ) '.:E_:bertanggung Jawab kepada Sekretarls R,

Pasal 10

Kep ala Subbag1an Perencanaan dlmaksud dalam Pasa] 9 B

| ?:ayat (1) huruf a mempunyau tugas

a.

vve-}'}menylapkan bahan - koord1nas1 ~ dan kerjasama:‘ L

_,menylapkan bahan pcnyusunan rencana Keglatan dan o '
':Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran*j : '
: (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran o o
'fv.v‘(DPPA), Rencana Strategls | P L "
.‘fmenylapkan bahan ‘ Laporan Klnerja Instansr_‘ o

"Pemenntah (LK_]IP), T Laporan e Keterangan".:v o

g Pertanggun.awaban (LKPJ], Laporan Pcnyelenggraaan‘ :
g Pemerlntah Daerah (LPPD) dan laporan se_]enlsnya
’ menylapkan bahan penyusunan 1nforma81, o SR e

menylapkan rencana kexja pengawasan, o

QRN "vaengawasan _ dengan Aparat Pengawas - Internal

,Pemermtah (APIP) la.lnnya dan Aparat Penegak Hukum -



| _ Pasal 11
Kepala Subbagian EVaIuasi. dan Pelaporan sebagaimana‘
dlmaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempuya1 tugas
a. menylapkan - penyusunan laporan _dan
| pendokumentasxan hasil analisis dan  cvaluasi
1. pengawasan; . v | B
b. vmelaksanakan mventansasx hasﬂ pengawasan;
c. melaksanakan pengkoordmasxan evaluasi  hasil
© pengawasan; v | | o | o
d. melaksanakan pendokumentasian hasil , pemutakhiran
| tindak lanjut hasil pengawasan; dan
e. menylapkan bahan evaluaS1 keglatan dan penyusunan -

' laporan kinerja Inspektorat Daerah.

. Pasal 12 |
Kepala Subbaglan Administrasi dan Umum sebagalmana‘ '
dlmaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf [ mernpunyax :
tugas v v .
a. melaksanakan pengelolaan tata usaha surat—menyurat
b. melaksanakan pengelolaan kepegawman,
c. melaksanakan pengelolaan kerﬁmahtanggéan;
d. rhelaksanakan' pengelolaan perlengkapan;
- e. melaksanakan Vpeng“élolaén keuangan; dan

- f. :meiaksanakan pengelolaan kearsiapan dan hubungan

‘masyarakat.

‘ Bagian Ketiga' | _
Inspektur Pembanfu Wilayah I Bidang Pemerintahan,

‘Hukum, Aparatur dan Reformasi _Biro}k'rasi

Pasal 13 |

(1) Inspektur Pembantu Wllayah I Bldang Pemermtahan, ”
 Hukum, Aparatur . dan Reformasi Birokrasi |
mempunyai tugas membantu Inspektur " dalam
. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadép
}} perrierintéhan daeréh di bidang pemerintahan umum,

l pemerintahan daerah, pemenntahan desa, hukum, ;

: aparatur dan refomasi b1rokras1



@) Inspekﬁjr Pembantu Wilayah I ‘B'idang‘ Pemerintahan,

‘Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi berada di

~ bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 14

‘Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud

dalam Pasal 13 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah 1
Bldang Pemermtahan, Hukum Aparatur dan Reformasxi

‘Birokrasi mempunyai fungsi:

a.

pembinaan  dan pengaWasan terhadap
penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah, bidang
pemerintahan ‘umum, pemerintahan  daerah,

pemermtahan desa, hukum, aparatur dan reformasi

- birokrasi;

(1)

penganahsaan data yang men_]adl obyek pemerlksaan
bidang pemerintahan, ' penyelenggaraan
pemermtahan desa, hukum aparatur dan reforrnasa .

‘birokrasi;

pelaksanaah pehgaWasan, pemefiksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas bidang pemcrmtahan
umum, Pemerintahan Daerah, pemerintah desa
hukum aparatur dan reformasi blrokrasx, dan
pelaksanaan tugas lam sesuai dengan tugas dan
fungsx '

: _ Baglan Keempat v .
Inspektur Pembantu Wllayah II Bldang Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 15 ,
Inspektur Pembantu W11ayah 1II Bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai
tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan' ~
pengawasan: terhadap - pelaksanaan urusan

pemerintahaxi di Daerah di bidang pendapatan,

- pengelolaan keuangan dan aset daerah.

@)

Inspektur Pembantu Wllayah Il Bidang Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berada di

bawah dan bertaiiggung jawab kepada Inspektur.



. Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat' (1), Inspektur Pembantu Wilayah II |

'Bldang Pendapatan Pengelolaan Keuangan - dan Aset
| Daerah mempunyau fungs1 | -

a. ‘pembinaari- dan 'pengawésan férhadaf)' pelaksanaén di
~ Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
Daerah; I
b. pengénalisaan data yang ménjadi obyek pemeriksaan
_‘ di,bidang‘ -pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
~ Daerah; |
¢. pelaksanaan pemel'iksaan, p'en'gusutan, pengujian' dan
- penilaian tﬁgas pengawasan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset Daerah dan
d. pelaksanaan tugas lain sesuau dengan tugas ‘dan

- fungsi.

| Baglan Kehma ‘ ,
Inspektur Pembantu Wilayah 1 Bldang Perekonom1an
Pembangunan dan ngkungan Hldup '

. . _ ~  Pasal 17 _ |

(1) Inspcktur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomlan,

‘Pembangunan dan Lingkungan Hidup membant_u

~ Inspektur dalam melakukan pembinaan dan

 pengawasan  terhadap 'pelakSanaan " urusan

‘pemermtahan di daerah di bldang perekonomlan
pembangunan dan llngkungan hidup. v

(2) Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pcrekongmian,

- Pembangunan dan Lingkungvan‘ Hidup, berada di bawah

~dan bertanggung jvawab kepada Inspektur. |

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud

dalam Pasal 17 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IITI. N

Bldang Perekonomlan, Pembangunan dan ngkungan

Hidup, mempunya1 fungsi:



":‘terhadap pelaksanaan di _ bldang perekonom1an,*,‘"} : b

. ‘;',‘ di b1dang perekonomlan pertanlan, pembangunan dan,f I

.‘_-pengkoordlnaSIan | Pemblnaan dan Pengawasanvl el

'_pertaman, pembangunan dan hngkungan hldup, ,

. »-penganallsaan data yang menJad1 Obyek pemerlksaan”}f o

.f“.‘lmgkungan hldup, - Lo |
pelaksanaan pemerlksaan, pengusutan pengupan dan ‘-

pen11a1an tugas pengawasan di bldang perekonom1an,v»" |
pertaman, pembangunan dan hngkungan h1dup, dan |

.:fpelaksanaan tugas lam sesual dengan tugas dan

- Inspektur Pembantu Wllayah v Bldang Kesehatan, L e

¢ o Pendldlkan dan Kese_]ahteraan Rakyat membantu
R Inspektur dalam melakukan pembmaan dan

'»_f-’:pengawasan . terhadap | pelaksanaan : urusan PR

Baglan Keenam e
S Pend1d1kan dan Kese_]ahteraan Rakyat o

D Pasal 19 S -
Ihspéktﬁr Pembantu Wllayah IV B1dang Kesehatan

e "“pemenntahan d1 daerah b1dang kesehatan, Pendldlkan o
- Vdan Kese_;ahteraan Rakyat "

@ o
- f Pend1d1kan dan Kesejahteraan Rakyat berada d1 bawah.-* , ‘:' o
: V”__.'dan bertanggung _]awab kepada Inspektur PR RS

Inspektur Pembantu Wllayah IV B1dang Kesehatan,’

Pasal 20

o . VDalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksudf:,,’ »
-_.‘;.;'idalam Pasal 19 ayat (1), Inspektur Pembantu Wllayah IV_‘_._

: “-’Bldang Kesehatan, Pend1d1kan dan Kesejahteraan Rakyat:,'ﬂ |

a

--"mempunyax fung51 " N : ,
pembmaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di e
_ bidang kesehatan pendldlkan panmsata, soswl dan'- -

s ;kesejahteraan rakyat

penganahsaan data yang men_]adl obYek pemenksaan‘ SRR

di bldang kesehatan pend1d1kan, par1w1sata, somal dan

- kesejahteraan rakyat



B - c pelaksanaan pemerlksaan, pengusutan pengujlan dan
pen11a1an tugas pengawasan di b1dang kesehatan NI

- pend1d1kan, paerlsata ; sos1a1 dan kesejahteraani

.. r akyat dan

d pelaksanaan tugas laln sesual dengan tugas dan,‘ e

o vfungs1

o Baglan Ketujuh
- Jabatan F‘ungswnal

Pasal 2 1

,,,:--Kelompok Jabatan Fungsmnal d1tetapkan berdasarkan o

R ketentuan peraturan perundamg—undangan ;

Pasal 22

( 1) Kelompok Jabatan Fungsmnal terdm dan sejumlah;f -

- :tenaga fungsmnal yang terbagl dalam kelompok sesua1
'dengan b1dang keahhannya - .

(2) Jumlah Jabatan Fungsmnal sebagalmana dnnaksud padaf»»v v7 i
o “ayat (1), d1tentukan berdasarkan kebutuha.n dan beba.n N e

 kerja.

,_:-» ;-,».1(3)"‘vvJemS dan _]en_lang Jabatan Fungs:onal sebaga]ma a.”

'v;:dlmaksud pada ayat ), dlatur sesua1 ketentuan- }‘
peraturan perundang-undangan L

Pasal 23

o »f,Jabatan F‘ungsmnal melaksanakan tugas dan bertanggung

jawab kepada Inspektur rnelalul Inspektur ‘Pembantu

Tl sesual ‘jenis dan _]en_lang Jabatannya yang memlhki

. keterka1tan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungs ion al —

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 24

- Inspektur menyampmkan Iaporan | hasﬂ pehgawasaiﬁ T

) " .‘_j‘pelaksanaan urusan : pemermtahan v yang | 'm‘erijadi ,} R

| 'kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh

| Pemermtah Daerah kepada Bupatl me1a1u1 Sekretans' '
v,“"Daerah L o R



Pasal 25

;,,  (1) Inspektur membuat usulan anahsls Jabatan p eta'i S

Jabatan ana1131s beban kexja dan uralan tugas kepada ; "

Bupatl

o '(2) Anahsls Jabatan, peta jabatan anahsls beban kerja, _dan f”f |

o uralan tugas dxtetapkan oleh Bupaf-l

Pasal 26 SR

;  (_1): Inspekfur Inspektur , Pembantu Sekrctans,. dan o

:‘-"',,,"'-VKepala : Sub Baglan dalam ' melaksanakan : tligaé

. menerapkan pnns1p koordma31 : mtegrasl, "dan ’

R smkromsa31

R 2) Inspektur Inspektur Pe‘nibah'tﬁ,. Sekretans, | dan

Kepala | Subbaglan dalam melaksanakan N tugas B

o menerapkan prm31p perencanaan pengorgan1sas1an, S

'- }vpemantauan evalua51 dan pelaporan

o (3) ."Inspektur, Inspektur ; Pembantu, Sekretans, . dan,’ :

}Kepala Subbaglan melaksanakan Slstem Pengendahan SR

| g Intern Pemermtah (SPIP)

Pasal 27

':,:»‘»(1)'Ins'péktur' bertanggung Jawab o fﬁerﬁimpih"f |

v»mengkoordmamkan dan membenkan pengarahan Lo "

o terhadap pelaksanaan tugas bawahan

(2) }Inspektur melaksanakan pengawasan tugas bawahan“v-f-fv"':v-f’ =

o dan mengamb11 langkah yang dlpcrlukan scsua1 dengan“ 2

i.‘ketentuan peraturan perundang—undangan -

Pasal 28

:'Inspektur Wa_]lb menyMpalkan laporan berk ala Secara o

PR tepat waktu sesua1 ketentua.n S

) | ‘ Pasal 29 o .
R Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektur WaJlb |

S melakukan koordmam dengan kepala obyek pemer1ksaan



 BABV |
'KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 30
Inspektorat dalam melakééhakan_ Urusan Pemerintahan
dan tugas pembantuan dengan Pé'rangkat'Daerah pro{zinsi
'bersifat koordinatif dan fim"gsionai untuk mensinkronkan

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

~ BABVI
KETENTUAN PERALIHAN

o - Pasal 31

Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati
ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan
- tugasnya sampa1 dengan dltetapkannya pejabat yang baru

berdasarkan Peraturan Bupatt ini.

~ BABVI
'KETENTUAN PENUTUP

o Pasal 32 - _
Pada saat Peraturan Bupatl ini mulai berlaku Peraturan
:Bupat1 Karanganyar Nomor 95 Tahun 2016 tentang
- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fung31 dan Tata
Kerja InSpektorat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2016 ‘Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak
‘berlaku. o | | | |



e

| ' Pasal 33 ‘ -
}}Peraturan Bupatx ini mula1 berlaku pada tanggalff_j}

' dlundangkan

Agar senap : orang mengetahumya, memerintahkaﬁ

: pengundangan Peraturan '» Bupatr'

' penempatannya ‘ dalam Be_r1ta, Dae

: karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar |

: pada tanggal ?0 Dawwi@y o&?@ "

- Dlundangkan dx Karanganyar

pada tangga Vsz ' &0/9

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 107 o




'LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR 'q@TAHUN 2019
- TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
. ,_;FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH h

BAGAN STRUKTUR INSPEKTORAT DAERAH B

- INSPEKTUR
.- SEKRETARIAT .
| 1
1§ Subbagian . Subbagian Evaluasi 1 Subbagian Administrasi
Perencanaan- dan Pelaporan - - - danUmum =~

Inspekiur Pembantu Wilayah I
.Bidang Pemerintahan, .

. Inspektur Pembantu Wilayah II - |-
Bidang Pendapatan, Pengelolaan -

Bidang Perekonomian, -

. Inspektur Pembantu Wilayah III

‘Inspektur Pembantu Wilayah IV
- Bidang Kesehatan, Pendidikan -

Hukum, Aparatur dan * - - Keuangan dan Aset Daerah - Pembangunan dan ngkungan : . dan Kesejahteraan Rakyat - |
Reformasi Birokrasi . ‘ L ‘ ' Hidup o : :
~ Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional -~ Jabatan Fungsional *Jabatan Fungsional ‘




